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Abstract

General Background Administrative penalties serve as a crucial instrument for ensuring legal
obedience and strengthening governance accountability within a rule of law framework Specific
Background In Indonesia, the regulatory framework governing these public measures is heavily
fragmented across various statutory laws, leading to unclear lines of responsibility and inconsistent
execution. Knowledge Gap Current legal execution often fails to bridge the gap between issuing
formal penalty decisions and practically executing corrective measures or recovering affected public
entitlements. Aims This study examines the statutory framework governing penalty execution and
formulates a reconstruction model prioritizing measurable obedience and government accountability
Results Findings reveal that the Indonesian Ombudsman reported 23,596 public complaints in 2025,
underscoring the urgent need for a cohesive documentation system; successful penalty execution
necessitates integrating violation identification, responsibility attribution, proportionate penalty
imposition, and strict monitoring. Novelty This research integrates penalty imposition, performance
tracking, and public entitlement recovery into a single, cohesive analytical model rather than solely
advocating for heavier punishments. Implications Future statutory reform must prioritize
coordinated inter-agency oversight and digitized documentation systems to ensure corrective
measures translate into tangible protection for society.

Highlights

* Regulatory fragmentation across various Indonesian public service laws weakens penalty
execution.

e A measurable oversight model requires integrating violation identification with corrective
monitoring.

e Coordinated inter-agency coordination and digitized documentation systems secure tangible

governance accountability.
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PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus batas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Setiap tindakan
pejabat harus didasarkan pada kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang berlaku, dan bertujuan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, Hukum Administrasi Negara berperan mengendalikan
penggunaan kewenangan, mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara, serta menyediakan mekanisme
pertanggungjawaban. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah sanksi administrative [1].

Sanksi administratif tidak hanya berfungsi memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran, tetapi juga menjaga tertib
pemerintahan, mendorong kepatuhan pejabat, dan mencegah pengulangan pelanggaran. Namun, keberadaan norma sanksi
belum tentu menjamin efektivitas penegakannya. Tanpa pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang memadai, sanksi
berisiko berhenti pada keputusan formal tanpa menghasilkan perubahan nyata [2].

Di Indonesia, pengaturan sanksi administratif tersebar dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Keberagaman pengaturan tersebut menuntut
ketepatan dalam menentukan subjek, jenis pelanggaran, kewenangan, dan prosedur penjatuhan sanksi [3].

Persoalan utama terletak pada hubungan antara norma dan pelaksanaan sanksi. Penegakan membutuhkan proses yang
terintegrasi, mulai dari identifikasi pelanggaran dan penentuan tanggung jawab hingga pemantauan pelaksanaan
keputusan. Selain itu, penjatuhan sanksi kepada pejabat tidak selalu secara otomatis memulihkan hak warga negara yang
dirugikan sehingga diperlukan mekanisme korektif yang sesuai dengan hukum.

Urgensi pengawasan pelayanan publik juga tercermin dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia yang mencatat 23.596
laporan masyarakat sepanjang 2025. Data tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut pengaduan,
meskipun tidak dapat secara langsung dianggap sebagai jumlah pelanggaran yang terbukti atau ukuran efektivitas sanksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penegakan sanksi
administratif, mengidentifikasi persoalan normatif dalam pelaksanaannya, dan merumuskan model rekonstruksi berbasis
kepatuhan terukur. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi penjatuhan sanksi, pemantauan pelaksanaan, dan pemulihan
hak warga negara dalam satu kerangka analisis yang berorientasi pada kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas
pemerintahan [4].

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat preskriptif-analitis untuk mengkaji dasar hukum,
mekanisme penegakan, serta rekonstruksi sanksi administratif dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan perbandingan terbatas (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk menelaah ketentuan mengenai sanksi administratif, disiplin aparatur, dan pelayanan publik. Pendekatan konseptual
digunakan untuk menganalisis asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pemulihan hak warga negara, sedangkan
pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi prinsip yang relevan bagi pengembangan hukum nasional.

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 48 Tahun 2016, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor
20 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil
penelitian terkait hukum administrasi, penegakan sanksi, serta perlindungan hukum. Dokumen resmi Ombudsman RI
digunakan sebagai bahan pendukung mengenai pengawasan pelayanan publik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi. Analisis dilakukan secara
kualitatif melalui inventarisasi, interpretasi sistematis, dan evaluasi hubungan antarnorma berdasarkan asas hukum
administrasi. Penelitian ini tidak mengukur secara empiris keberhasilan seluruh penegakan sanksi administratif, melainkan
merumuskan model normatif yang dapat digunakan untuk memperkuat efektivitas penegakannya [5].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Konstruksi Hukum Penegakan Sanksi Administratif dalam Sistem Hukum Indonesia

Sanksi administratif merupakan instrumen untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum administrasi dan mengendalikan
penggunaan kewenangan pemerintahan. Penerapannya harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum,
proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 80 sampai dengan Pasal 83,
mengatur sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP Nomor 48 Tahun
2016 yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif. Sementara itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur
kewajiban penyelenggara pelayanan publik, dan UU Nomor 20 Tahun 2023 menjadi bagian dari kerangka hukum
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pengelolaan aparatur sipil negara [6].

Perbedaan pengaturan tersebut mencerminkan adanya rezim hukum dengan subjek dan tujuan yang berbeda. Oleh karena
itu, penentuan sanksi harus memperhatikan jenis pelanggaran, kedudukan pihak yang bertanggung jawab, kewenangan
pejabat penjatuh sanksi, dan prosedur yang berlaku. Satu perbuatan dapat berkaitan dengan beberapa rezim hukum, tetapi
setiap konsekuensi harus mempunyai dasar dan prosedur tersendiri.

Secara sistematis, penegakan sanksi mencakup identifikasi pelanggaran, pemeriksaan fakta, penentuan tanggung jawab,
penjatuhan sanksi, dan pemantauan pelaksanaan keputusan. Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya keberadaan
norma sanksi, tetapi juga konsistensi penerapan dan kepastian bahwa keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan [7].

B.Kesenjangan antara Norma Sanksi dan Efektivitas Penegakan

Keberadaan aturan sanksi tidak secara otomatis menjamin efektivitas penegakan. Efektivitas bergantung pada hubungan
antara dasar hukum, kewenangan, prosedur, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, terdapat empat persoalan
yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, fragmentasi pengaturan dapat menimbulkan tantangan koordinasi dan ketidakjelasan dalam menentukan norma
yang berlaku. Kedua, atribusi tanggung jawab harus didasarkan pada kewenangan, tugas, tindakan, dan kewajiban hukum,
bukan semata-mata kedudukan struktural. Ketiga, penjatuhan sanksi harus dibedakan dari pelaksanaannya karena
keputusan formal belum tentu menunjukkan terpenuhinya kewajiban hukum. Keempat, penegakan sanksi perlu dihubungkan
dengan pemulihan hak warga negara yang terdampak [8].

Fragmentasi tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor
1/G/2021/PTUN.PGP. Perkara ini melibatkan seorang PNS bernama Kristian Alexander yang menggugat Keputusan Bupati
Belitung Timur Nomor 188.45-576 Tahun 2020 tentang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.
Penggugat telah mengajukan keberatan administratif kepada Bupati, tetapi tidak memperoleh tanggapan. Persoalan
hukumnya muncul karena PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tidak mengatur secara khusus prosedur upaya
administratif untuk jenis hukuman disiplin tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan prosedural ini, majelis hakim merujuk
pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto PERMA Nomor
6 Tahun 2018. Majelis menilai bahwa penggugat telah menempuh upaya keberatan dan dapat mengajukan gugatan ke PTUN
karena keberatannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Meskipun demikian, pada pokok perkara
gugatan akhirnya ditolak seluruhnya. Kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum kepegawaian dan hukum administrasi
pemerintahan dapat saling melengkapi, tetapi ketidaklengkapan aturan sektoral berpotensi menimbulkan ketidakjelasan
prosedur dan tahapan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, persoalan fragmentasi bukan semata-mata pertentangan
norma, melainkan juga belum selarasnya pengaturan teknis mengenai upaya administratif dalam rezim kepegawaian dengan
mekanisme umum dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Laporan Ombudsman RI yang mencatat 23.596 laporan masyarakat sepanjang 2025 memperlihatkan pentingnya mekanisme
pengawasan pelayanan publik. Namun, data tersebut belum menunjukkan jumlah pelanggaran yang terbukti, sanksi yang
dijatuhkan, ataupun keputusan yang telah dilaksanakan. Pengukuran efektivitas karena itu memerlukan data tindak lanjut
dan pelaksanaan sanksi yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan penegakan tidak harus selalu dilakukan dengan memperberat sanksi. Kejelasan
kewenangan, koordinasi antarlembaga, pemantauan pelaksanaan, dan dokumentasi yang konsisten juga diperlukan agar
sanksi menghasilkan kepatuhan nyata [9].

C.Asas Legalitas dan Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi

Asas legalitas mengharuskan setiap penjatuhan sanksi mempunyai dasar hukum dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditentukan. Pemeriksaan harus memastikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum, bukti
yang memadai, serta kesesuaian antara perbuatan dan ketentuan yang diterapkan [10].

Selain legalitas, asas proporsionalitas menghendaki agar sanksi sesuai dengan karakter pelanggaran dan ketentuan hukum
yang berlaku. Pertimbangannya dapat meliputi tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan pengulangan pelanggaran
sepanjang relevan menurut peraturan. Proporsionalitas bukan berarti mengurangi ketegasan penegakan, melainkan
memastikan konsekuensi hukum ditetapkan secara adil.

Penegakan juga harus menjamin hak prosedural pihak yang diperiksa, termasuk kesempatan memberikan penjelasan dan
memperoleh keputusan dengan alasan yang memadai. Apabila suatu perbuatan berkaitan dengan beberapa rezim hukum,
setiap konsekuensi harus tetap memenuhi dasar dan prosedur masing-masing.

Dengan demikian, rekonstruksi penegakan sanksi harus menyeimbangkan ketegasan, kepastian hukum, dan perlindungan
terhadap pihak yang diperiksa. Keseimbangan tersebut menjadi landasan bagi penegakan administrasi yang adil dan
akuntabel [11].

D.Rekonstruksi Penegakan Sanksi Administratif Berbasis Kepatuhan Terukur
Rekonstruksi penegakan sanksi administratif perlu diarahkan pada mekanisme yang memastikan keputusan sanksi
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dilaksanakan dan tujuan penegakan tercapai. Penelitian ini mengusulkan model normatif yang mengintegrasikan lima
komponen utama.

Pertama, identifikasi dan pemeriksaan pelanggaran. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan norma yang berlaku, bukti yang
tersedia, kewajiban hukum yang dilanggar, serta akibat yang ditimbulkan. Tahap ini mencegah penjatuhan sanksi yang
hanya didasarkan pada dugaan atau penilaian subjektif.

Kedua, penentuan pihak yang bertanggung jawab. Atribusi tanggung jawab harus memperhatikan pembagian kewenangan,
tugas jabatan, tindakan yang dilakukan, dan kewajiban pengawasan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya
dibebankan kepada pelaksana, tetapi ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

Ketiga, penjatuhan sanksi secara sah dan proporsional. Pejabat berwenang harus memastikan kesesuaian antara
pelanggaran, dasar hukum, prosedur, dan jenis sanksi. Pedoman penerapan sanksi dapat dikembangkan untuk
meningkatkan konsistensi tanpa menciptakan sanksi baru atau memperluas kewenangan tanpa dasar hukum.

Keempat, pemantauan pelaksanaan dan kepatuhan. Setiap keputusan perlu disertai dokumentasi mengenai status
pelaksanaan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta hasil tindak lanjut. Sistem informasi administrasi dapat digunakan untuk
meningkatkan keterlacakan, efisiensi, dan evaluasi kepatuhan.

Kelima, pemulihan hak warga negara. Apabila pelanggaran menyebabkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak warga,
diperlukan tindakan korektif sesuai dengan kewenangan dan hukum yang berlaku. Bentuknya dapat berupa perbaikan
pelayanan, pemeriksaan ulang, atau penggunaan upaya administratif dan mekanisme pengadilan apabila diperlukan.
Pemulihan tersebut tidak selalu terjadi secara otomatis melalui penjatuhan sanksi [12].

E.Alur rekonstruksi penegakan sanksi administratif

Identifikasi dan Pemeriksaan Pelanggaran — Penentuan Tanggung Jawab — Penjatuhan Sanksi yang Sah dan Proporsional —
Pemantauan Pelaksanaan dan Kepatuhan — Pemulihan Hak Warga Negara dan Pencegahan Pengulangan Pelanggaran.

Berdasarkan model tersebut, penegakan sanksi tidak berhenti pada penerbitan keputusan formal. Penegakan dipahami
sebagai rangkaian tindakan yang dapat ditelusuri dari awal pemeriksaan hingga evaluasi hasil. Hal ini memberikan dasar
bagi pengembangan indikator kepatuhan, seperti pelaksanaan keputusan sanksi, penyelesaian tindakan korektif, waktu
penyelesaian sesuai tenggat yang berlaku, dan pengulangan pelanggaran.

Indikator tersebut perlu dikembangkan berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Tanpa definisi operasional dan mekanisme
pengumpulan data yang konsisten, penilaian efektivitas sanksi berisiko hanya didasarkan pada jumlah keputusan yang
diterbitkan. Padahal, keputusan yang telah diterbitkan belum tentu menunjukkan bahwa kewajiban hukum telah dipenuhi
atau bahwa dampak pelanggaran telah diperbaiki.

Dengan demikian, kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada pengintegrasian penjatuhan sanksi, pemantauan
kepatuhan, dan pemulihan hak ke dalam satu model analisis. Rekonstruksi tersebut tidak menempatkan pemberatan sanksi
sebagai satu-satunya solusi, tetapi menekankan keterhubungan antara dasar hukum, prosedur, pelaksanaan, dan hasil
penegakan [13].

F.Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pejabat Pemerintahan

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi administratif dilaksanakan secara konsisten. Fungsi tersebut
dijalankan oleh atasan pejabat, aparat pengawasan intern pemerintah, instansi kepegawaian, dan lembaga pengawas
eksternal sesuai dengan kewenangannya.

Ombudsman RI berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik dan menangani laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum. Hasil pengawasan dapat menjadi dasar bagi instansi
terkait untuk melakukan tindak lanjut. Namun, fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi Ombudsman harus
dibedakan dari kewenangan menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada pejabat atau lembaga tertentu.

Meskipun Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 mewajibkan terlapor dan atasannya melaksanakan rekomendasi
Ombudsman, ketentuan tersebut belum memberikan kewenangan eksekusi langsung kepada Ombudsman untuk
memaksakan pelaksanaan rekomendasi apabila pejabat yang bersangkutan tidak patuh. Pasal 38 ayat (4) hanya memberikan
mekanisme berupa publikasi terhadap atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi serta penyampaian laporan
kepada DPR dan Presiden. Selanjutnya, Pasal 39 mengatur kemungkinan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sifat rekomendasi yang wajib
dilaksanakan dan terbatasnya instrumen pemaksaan pelaksanaannya. Akibatnya, efektivitas rekomendasi masih bergantung
pada kepatuhan pejabat, tindak lanjut atasan, dan penerapan sanksi oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian,
rekomendasi Ombudsman belum memiliki daya eksekutorial langsung sebagaimana putusan pengadilan yang dapat
dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi menurut hukum acara.

Kelemahan tersebut berpotensi menyebabkan rekomendasi yang telah menyatakan adanya maladministrasi tidak selalu
diikuti pemulihan hak masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, penguatan pengawasan perlu diarahkan pada mekanisme
tindak lanjut yang lebih terukur, kejelasan pejabat yang bertanggung jawab menjatuhkan sanksi, batas waktu pelaksanaan,
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serta transparansi terhadap instansi yang tidak mematuhi rekomendasi. Penguatan tersebut penting agar rekomendasi
Ombudsman tidak berhenti sebagai hasil pemeriksaan administratif, tetapi menghasilkan tindakan korektif dan pemulihan
hak masyarakat.

Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui pertukaran informasi yang sah, pemantauan status tindak lanjut, dan evaluasi
berkala terhadap hambatan pelaksanaan. Transparansi data penegakan juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas,
dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, informasi yang dikecualikan, dan hak pihak yang diperiksa.

Pengawasan pada akhirnya harus mendorong budaya kepatuhan, memperbaiki prosedur pemerintahan, dan mengurangi
pengulangan pelanggaran. Dengan demikian, penegakan sanksi tidak hanya berorientasi pada konsekuensi individual, tetapi
juga pada perbaikan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan public [14].

G.Implikasi Rekonstruksi terhadap Pembaruan Hukum Administrasi Negara

Model penegakan sanksi berbasis kepatuhan terukur memiliki beberapa implikasi bagi pembaruan Hukum Administrasi
Negara.

1.Pertama, diperlukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku untuk mengidentifikasi apakah hambatan berasal dari
kekosongan norma, ketidakjelasan kewenangan, lemahnya koordinasi, atau kurangnya pemantauan.

2.Kedua, indikator kepatuhan perlu dikembangkan berdasarkan data yang konsisten, seperti pelaksanaan keputusan,
penyelesaian tindakan korektif, dan pengulangan pelanggaran.

3.Ketiga, hubungan antara penegakan sanksi dan pemulihan hak warga negara harus diperjelas. Penjatuhan sanksi terhadap
pejabat tidak selalu memulihkan kerugian warga sehingga tindakan korektif dan jalur hukum yang tersedia perlu
diperhatikan secara terpisah sesuai dasar kewenangannya.

4.Keempat, sistem dokumentasi dan teknologi digital dapat memperkuat pemantauan serta evaluasi, tanpa menggantikan
kewenangan hukum atau hak prosedural pihak yang diperiksa. Kelima, reformasi perlu dilakukan secara bertahap melalui
evaluasi regulasi, penyusunan pedoman koordinasi, pengembangan sistem pemantauan, dan pengumpulan data penegakan.

Dengan demikian, pembaruan hukum perlu menitikberatkan pada integrasi legalitas, proporsionalitas, kepatuhan terukur,
dan pemulihan hak. Pendekatan ini memungkinkan penilaian efektivitas sanksi berdasarkan pelaksanaan dan hasilnya,
bukan hanya jumlah keputusan yang diterbitkan [15].

KESIMPULAN

Penegakan sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam menjamin kepatuhan hukum, mengendalikan
penggunaan kewenangan, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kerangka hukum
yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, telah
menyediakan landasan normatif bagi penjatuhan sanksi administratif. Namun, keberadaan norma tersebut perlu diikuti
penerapan yang konsisten, pembagian kewenangan yang jelas, dan pemantauan pelaksanaan sanksi agar tujuan penegakan
hukum dapat tercapai.

Persoalan utama yang perlu mendapat perhatian meliputi hubungan antarrejim pengaturan, penentuan pihak yang
bertanggung jawab, pelaksanaan keputusan sanksi, serta keterhubungan antara penjatuhan sanksi dan pemulihan hak
warga negara. Data pengaduan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan pentingnya pengawasan pelayanan publik,
tetapi tidak dapat secara langsung dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan penegakan sanksi administratif. Penilaian
efektivitas memerlukan data yang lebih terperinci mengenai pelanggaran yang terbukti, keputusan sanksi yang dijatuhkan,
pelaksanaan keputusan, dan penyelesaian tindakan korektif.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi penegakan sanksi administratif berbasis kepatuhan terukur yang
mencakup lima komponen, yaitu identifikasi pelanggaran, atribusi tanggung jawab, penjatuhan sanksi secara sah dan
proporsional, pemantauan pelaksanaan, serta pemulihan hak warga negara. Model ini menempatkan penegakan sanksi
sebagai rangkaian proses yang tidak berhenti pada penerbitan keputusan, tetapi juga mencakup evaluasi pelaksanaan dan
hasil korektifnya. Penguatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung model tersebut,
dengan tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga serta hak prosedural para pihak. Secara khusus,
hambatan ego sektoral antarlembaga pengawas perlu diatasi melalui mekanisme koordinasi berbasis pembagian peran dan
tanggung jawab yang tegas, bukan dengan menyatukan atau mengambil alih kewenangan masing-masing lembaga.
Ombudsman berperan mengidentifikasi maladministrasi dan menyampaikan rekomendasi perbaikan, aparat pengawasan
intern pemerintah (APIP) melakukan pengawasan internal serta menindaklanjuti temuan sesuai kewenangannya, sedangkan
pejabat atau instansi yang berwenang menetapkan dan melaksanakan sanksi administratif. Pembagian peran tersebut perlu
diperkuat melalui protokol pertukaran data, penetapan instansi penanggung jawab tindak lanjut, batas waktu penyelesaian,
dan mekanisme evaluasi bersama. Dengan demikian, setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang terukur dan tidak dapat
menghindari tindak lanjut dengan alasan bahwa penanganan merupakan kewenangan lembaga lain.

Selain koordinasi kelembagaan, sistem informasi penegakan sanksi administratif yang terintegrasi perlu dikembangkan
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sebagai instrumen untuk mencatat pengaduan, hasil pemeriksaan, rekomendasi pengawasan, keputusan sanksi, pejabat
penanggung jawab, serta status pelaksanaan tindakan korektif. Sistem tersebut memungkinkan setiap lembaga mengakses
informasi yang relevan sesuai kewenangan dan hak aksesnya, sekaligus menyediakan rekam jejak tindak lanjut yang dapat
diaudit. Integrasi ini bukan berarti menghapus kemandirian kelembagaan, melainkan membangun akuntabilitas bersama
melalui keterbukaan informasi, keterlacakan proses, dan pemantauan kepatuhan yang terukur.

Dengan demikian, rekonstruksi penegakan sanksi administratif sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberatan sanksi,
tetapi juga pada kepastian prosedur, akuntabilitas pejabat, keterlacakan pelaksanaan, dan efektivitas pemulihan.
Implementasinya memerlukan evaluasi terhadap peraturan yang berlaku dan penguatan basis data penegakan agar
pembaruan hukum dapat dirumuskan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Melalui pendekatan tersebut, sanksi
administratif diharapkan berfungsi lebih efektif sebagai instrumen pengendalian pemerintahan dan perlindungan hak warga
negara dalam negara hukum Indonesia. Keberhasilan model ini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan membangun
koordinasi lintas lembaga yang tidak tumpang tindih, memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab atas setiap tindak
lanjut, serta menghubungkan hasil pengawasan dengan pelaksanaan sanksi dan pemulihan hak masyarakat.
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